
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERU BAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 903/3387/SJ perihal: Pemberian Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, bagi 
daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia 
anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas, Pemerintah Daerah 
segera menyediakan anggaran THR dan Gaji Ketiga Belas 
dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari Belanja 
Tak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/ atau 
mengunakan kas yang tersedia; 

b. bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas telah direalisasikan dengan menggunakan anggaran 
bulan november dan desember sehingga untuk memenuhi 
ketersediaan anggaran belanja pegawai sampai dengan 
akhir tahun anggaran, dipandang perlu dilakukan 
pergeseran anggaran belanja pegawai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah I{abupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
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Pembentukan Daerah-Daerah ~abupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 N9mor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 1ahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia :Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nom-or 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Pemerin tah Nomor 19 'rahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, a tau Tunjangan Ketiga Belas 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian N egara Repu blik Indonesia, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 
Tunjangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604~); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 
2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima 
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Tunjangan(Lembaran Negara Repubpk 
2018 Nomor 78, Tambahan Lembatan 
Indonesia Nomor 6208); 

Indonesia Tahun 
Negara Republik 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Peru bah an Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pera turan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahu n 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahu n 20 11 tentan~ Pedoman Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 976/Kep.1217-
BPKAD/2017 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasiktnalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018(Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 17 Nomor 8); 

30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 65), sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Peratu ran Bupati 
Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 201 8 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 65 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
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Pasal I 

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 
65),yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya: 

a. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2018 Nomor 9) ; 

b. Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 13); 

Diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaiberikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Pen dapatan Asli Daerah 
b . Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2 . Belanja Daerah 
a. Bela nja Tidak Langsun g 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Defisit) 

Rp. 247.955.999.553 ,00 
Rp. 2.088.670.958.000,00 
Rp. 1.088.161.071.004,00 
Rp. 3.424.788.028.557,00 

Rp. 1.422.802 .280.505,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 141.985.400.000,00 
Rp. 5 .000.000.000,00 
Rp. 8.094.345.120,00 
Rp. 561.195.37 1.386,00 
RD. 5 .000.689.000,00 
Rp. 2.144.078.086.011,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

114.263.422.081,00 
742.759 .316.585,00 
506.119.031 .570,00 

Rp. 1.363.141.770.236,00 
Rp. 3.507.219.856.247,00 
Rp. (82.431.827.690,00) 



.. . 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 
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Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

85.731.827.690,00 
3.300.000.000,00 

82.431.827.690,00 

2. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; 
Rindan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2018 ; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Yang Diterima ; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial Yang Diterima. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peng1J.ndangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal23 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal23 Oktober 2018 

BUPATI TASIKMALAYA 
L, 

E SUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 ~OMOR 33 


